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Hal : Persiapan Pelaksanaan Penyaluran Dana BOS dan BOP  

  Tahun Anggaran 2022 

 

 

Yth. 

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

Seluruh Indonesia 

 

Dalam rangka persiapan pelaksanaan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan 

operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) dan bantuan operasional 

penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (BOP Kesetaraan) Tahun Anggaran 2022, dengan hormat 

disampaikan beberapa informasi sebagai berikut: 

A. Penetapan Satuan Pendidikan Penerima 

1. Satuan pendidikan penerima Dana BOS Reguler, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan Tahun 

Anggaran 2022 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. 

2. Penetapan satuan pendidikan penerima Dana BOS Reguler sebagaimana butir 1 (satu) 

berdasarkan Data Pokok Pendidikan per 31 Agustus 2021. 

B. Pelaksanaan Penyaluran 

1. Pelaksanaan penyaluran Dana BOS Reguler, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan pada satuan 

pendidikan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: 

a. Dana BOS 

1) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% dari pagu alokasi satu tahun anggaran; 

2) tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% dari pagu alokasi satu tahun anggaran; 

dan 

3) tahap III paling cepat bulan September sebesar 30% dari pagu alokasi satu tahun 

anggaran. 

b. Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan 

1) tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi 

satu tahun anggaran; dan 

2) tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi satu 

tahun anggaran. 

2. Pelaksanaan penyaluran sebagaimana pada butir 1 (satu) dilakukan dengan ketentuan: 

a. disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening satuan pendidikan; dan 

b. disalurkan setelah satuan pendidikan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana. 

3. Rekening satuan pendidikan sebagaimana butir 2 (dua) huruf a dengan ketentuan: 

a. rekening atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam 

Dapodik; 

b. nama rekening disertai dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);  

c. rekening ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 



d. rekening satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagaimana huruf c, diusulkan Dinas 

Pendidikan melalui Aplikasi BOS Salur (https://bos.kemdikbud.go.id) untuk dana BOS 

dan Aplikasi BOP Salur (https://bop.kemdikbud.go.id) untuk dana BOP PAUD dan BOP 

Kesetaraan; 

4. Perkembangan pengusulan rekening satuan pendidikan per 14 Desember 2021 sebagai 

berikut: 

 

Jenis Bantuan 
Total Satuan 

Pendidikan 

Total Satuan Pendidikan 

yang Telah Diusulkan 

Persentase 

Pengusulan (%) 

BOS 221.641 213.353 96,26 

BOP PAUD 204.896 170.100 83,02 

BOP Kesetaraan 10.399 8.035 77,27 

 

5. Dalam hal Dinas Pendidikan tidak menyampaikan rekening satuan pendidikan 

sebagaimana butir 3 (tiga), penyaluran Dana BOS Reguler, BOP PAUD, dan BOP 

Kesetaraan tidak dapat dilakukan. 

C. Pelaporan  

1. Laporan realisasi penggunaan dana menjadi syarat penyaluran Dana BOS Reguler, BOP 

PAUD, dan BOP Kesetaraan. 

2. Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana pada butir 1 (satu) dengan ketentuan: 

a. Dana BOS Reguler 

1) laporan penggunaan Dana BOS Reguler Tahap II Tahun 2021 digunakan sebagai dasar 

penyaluran Tahap I Tahun 2022; 

2) laporan keseluruhan penggunaan Dana BOS Reguler Tahun 2021 digunakan sebagai 

dasar penyaluran Tahap II Tahun 2022; dan 

3) laporan penggunaan Dana BOS Reguler Tahap I Tahun 2022 digunakan sebagai dasar 

penyaluran Tahap III Tahun 2022. 

b. Laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD atau BOP Kesetaraan tahap I Tahun 2022 

digunakan sebagai dasar penyaluran tahap II Tahun 2022.  

3. Berdasarkan data laporan pada Aplikasi BOS Salur per 13 Desember 2021, terdapat 184.670 

(85,46%) satuan pendidikan telah menyampaikan laporan realisasi Dana BOS Reguler Tahap 

II Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: 

 

No 
Satuan 

Pendidikan 

Total Satuan Pendidikan 

yang Disalurkan pada 

Tahap II Tahun 2021 

Jumlah Satuan Pendidikan 

Sudah Lapor Belum Lapor 

1 SD 146.657 126.922 19.735 

2 SMP 39.538 33.971 5.567 

3 SMA 13.349 10.673 2.676 

4 SMK 13.895 11.243 2.652 

5 SLB 2.207 1.861 346 

 

4. Dalam hal satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS 

Reguler sesuai ketentuan sebagaimana pada butir 2 (dua) huruf a poin 1), maka penyaluran 

Dana BOS Reguler Tahap I Tahun 2022 tidak dapat dilakukan. 

5. Seluruh satuan pendidikan penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020 dan 2021 

dihimbau agar melakukan pengecekan kembali laporan realisasi penggunaan dana yang telah 

disampaikan melalui  aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) atau aplikasi 

BOS Salur. 

6. Sisa Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020 dan 2021 akan diperhitungkan dalam 

penyaluran Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2022.  

 

https://bos.kemdikbud.go.id/
https://bop.kemdikbud.go.id/


 

 

D. Peran Pemerintah Daerah 

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan (koordinasi/sosialisasi/pelatihan) dan pengawasan 

terhadap pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Pendidikan 

Kesetaraan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. 

2. Pemerintah Daerah melakukan percepatan penetapan dan pengusulan rekening satuan 

pendidikan dalam penyaluran Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan. 

3. Dalam hal satuan pendidikan tidak ditetapkan sebagai penerima dan/ atau tidak menerima 

Dana BOS Reguler, BOP PAUD, dan BOP Keseteraan, biaya operasional menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Daerah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah 

dan menjadi tanggung jawab bahan hukum penyelenggara bagi satuan pendidikan yang 

diselenggarakan masyarakat. 

4. Pembiayaan pelaksanaan sebagaimana butir 1, 2, dan 3 bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja daerah 

 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

Direktur Jenderal, 

 

 

 

 

 

Jumeri, S.TP., M.Si. 

Tembusan:          NIP 196305101985031019 

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek; 

2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek; 

3. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan. 


